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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 6- 

/ 

a. bahwa pengelolaan pajak daerah di Kota Semarang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, 
dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
daerah khususnya bidang pariwisata, yaitu hiburan 
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 52/PUU-IX/2011 telah mengakibatkan 
ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang mengatur tentang permainan 
golf sebagai objek pajak hiburan tidak memiliki 
kekuatan hukum, maka Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMARANG, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 

WALIKOTA SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

WALIKOTA SEMARANG 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3687); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4966); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); ~ / 
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I 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); ~ 

17. 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5145 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 
tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah 
Ka bu paten kabupaten Daerah Tingkat II 
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal 
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
83); ~ 

25. 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar 
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. ..._ 

Pasal 1 

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah dan di antara angka 4 dengan angka 
5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
52) diubah sebagai berikut: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

dan 

W ALIKOTA SEMARANG 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. 

Menetapkan 

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 40); 

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 43); 

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 
2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107); 
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3. W alikota adalah W alikota Semarang. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

4a. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan 
Daerah atas penyelenggaraan hiburan. 

6. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, perrnainan, 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, 
dan melaporkan pajak yang terutang. 

11. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam 
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk 
mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekuarangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

15. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atasjumlah pajak yang ditetapkan.c:t- 
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jurnlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jurnlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena jurnlah 
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ atau denda. 

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jurnlah harga perolehan dan penyerahan barang 
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
terse but. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan pajak daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai 
negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari 
dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. "----- 

,- /: 
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a. untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan 
film dan hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen); ._ 

Pasal 6 
Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah: 

4. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf 
j Pasal 6 diubah, dan ketentuan huruf f Pasal 6 dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima 

atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan. 
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang 
diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
(1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan 

dipungut bayaran. 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyar dan bowling; 
h. pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan; 
i. panti pijat dan spa termasuk didalamnya refleksi, mandi uap, dan 

sejenisnya; dan 
j. pertandingan olahraga. 

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan 
hiburan yang tidak dipungut bayaran dan panti pijat yang 
diselenggarakan tunanetra. 

2. Ketentuan ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i pada ayat (2) dan ayat (3) 
Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 201, NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINS! JAWA 
TENGAH: (6/2018) 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 16 Mei 201 ~ 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SEMARANG, 

.a: 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 16 Mei 201~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Semarang. 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

b. untuk pertunjukkan musik, tari, sirkus, pameran seni, pameran 
busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 
persen); 

c. untuk penyelenggaraan diskotek dan klab malam ditetapkan sebesar 
35% (tiga puluh lima persen); 

d. untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan 25% (dua puluh lima 
persen); 

e. untuk permainan, billiard, dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima 
belas persen); 

f. Dihapus 
g. untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 

15% (lima belas persen); 
h. panti pijat dan spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 
i. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan 
j. pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya ditetapkan 15% (lima 

belas persen). 
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I 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ~ 12~ 

Pasal II 
Cukupjelas 

Angka 4 

Pasal 6 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Hurufe 

Cukupjelas 
Huruf f 

Dihapus 
Huruf g 

Cukupjelas 
Hurufh 

Cukupjelas 
Huruf i 

Yang dimaksud dengan "pertandingan olah raga" 
adalah semua jenis olah raga yang dapat 
dipertandingkan dan/atau dipertunjukan 
sebagaimana diatur oleh Komite Olah Raga 
Nasional Indonesia. 

Hurufj 
Cukupjelas 

Angka 3 
Pasal 5 

Cukupjelas 
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Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SEMARANG, 

ALlzTO 
~ 

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN cJ..Vl~ NOMOR b 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINS! JAWA 
TENGAH: (6/2018) 

I 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 

/ W f.\LIK.~~~ 
./;,· ·,. / .. -- - .... _ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Semarang. 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

b. untuk pertunjukkan musik, tari, sirkus, pameran seni, pameran 
busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 
persen); 

c. untuk penyelenggaraan diskotek dan klab malam ditetapkan sebesar 
35% (tiga puluh lima persen); 

d. untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan 25% (dua puluh lima 
persen); 

e. untuk permainan, billiard, dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima 
belas persen); 

f. Dihapus 
g. untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 

15% (lima belas persen); 
h. panti pijat dan spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 
i. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan 
j. pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya ditetapkan 15% (lima 

belas persen). 


